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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Faktor- Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pungutan Liar Di

Desa Doulu Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo

T: Berapakah jumlah kasus tindak pidana pungutan liar yang terjadi di Desa

Doulu Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo ?
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J: Adapun modus yang dilakukan pelaku punguntan liar di Desa Doulu

Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo seperti menghentikan kendaraan

wisatawan yang hendak menuju pemandian air panas di Desa Doulu dengan

meminta uang kepada pengunjung sambil mengancam apabila tidak diberi

maka tidak diperbolehkan masuk ke pemandian air panas dan meminta uang

masuk atau restribusi sebesar Rp.20.000, apabila tidak diberi pelaku pungli




mengancam dengan menghantamkan satu buah batu (Bapak Iptu. Gimson

Limbong)

T : Apa sajakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pungutan liar di

Desa Doulu Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo?

J : 1) Kurangnya pengawasan serta tidak adanya posko penjagaan di sekitar

lokasi pemandian air panas, sehingga orang dengan bebas melakukan

pungutan liar, 2) %ﬂasa kurang dengan
pendapatannya sehingga “uk menambah penghasilan

Karakter atau Flak_uan dari pada pelaku dalam
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bekerja yang S Desa Doulu

prlang  renda dengan
pengeluaran kebutuhan ya ehingga memaksa mereka
melakukan pungutan liar agar dapat mencukupi kebutuhannya dan bertahan
hidup, 6) Masih kurangnya kepedulian dari pengelola atau pengusaha
pemadian air panas Desa Doulu, dimana belum ada kemauan yang serius
dari pengelola pemandian air panas untuk sungguh-sungguh memberantas

pungutan liar di pemandian air panas Desa Doulu yang mengakibatkan

pelaku semakin merajarela melakukan pungtan liar terhadap wisatawan




yang berkunjung ke pemandian air panas (Bapak Iptu. Gimson Limbong)

UNIVERSITAS |

o
500
5600,

.
QUALITY
BERASTAG




1. Peran Kepolisian Dalam Memberantas Pungutan Liar Di Desa Doulu

Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo

T: Bagaimana contoh upaya penegakan hukum yang dilakukan dalam
memberantas pungutan liar di Desa di Desa Doulu Kecamatan Berastagi,

Kabupaten Karo?

J: Contoh penegakan hukum dalam tindak pidana pungutan liar di Desa

Doulu Kecamatan Ber i Karo adalah melakukan

penangkapan pelaku pu ada tahun 2022 adanya

tiga orang,pelaku pungutan liar. Ketiga orang ya angkap
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pukul 0 din
uang tunai sebesar 1 Juta Rupiah dansalat yang digunakan untuk menyimpan
uang hasil pungutan liar atau pemerasan. Adapun penegakan hukum yang
dilakukan adalah pasal 368 KUHP dengan ancaman 9 tahun penjara (Bapak

Iptu. Gimson Limbong)

T : Bagaimana peran kepolisan dalam memberantas pungutan liar di Desa di

Desa Doulu Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo?




1. Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar
2. Melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien
3. Mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan Kkerja, dan sarana

prasarana
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berantasan pungutan liar (Bapak Aiptu Eddy

8. Melakukan evaluasi pe

Marwan)

T : Bagaimana upaya yang dilakukan dalam dalam memberantas pungutan

liar di Desa di Desa Doulu Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo?

J : Upaya yang dilakukan adalah upaya preventif dimana dengan
memberikan penyuluhan hukum dan pemberian sanksi yang berat bagi para

pelaku dan yang membantu melakukan kejahatan pungutan liar. Selain




dengan upaya preventif usaha represif dilakukan dengan memfungsikar
sanksi secara optimal dalam rangka penegakan hukum yakni sanksi yuridis,
sanksi sosial dan sanksi spritual baik kepada pelaku pungutan liar maupun
yang membantunya yaitu : 1) Sanksi yuridis yaitu sanksi yang ditetapkan
dalam hukum pidana materil, 2) Sanksi sosial yaitu sanksi yang diberikan
oleh masyarakat terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan tercela

berupa pengucilan sosial dan semacamnya, 3) Sanksi spritual yaitu rasa

bersalah terhadap di sa, jika melakukan

hubungan dengan khalikr“ ditetapkan

’
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kontrol yang sangat efisien dan kontiniu (Bapak Aiptu Eddy Marwan)

Selain itu Bapak Iptu. Gimson Limbong menambahkan bahwa
mencegah kejahatan pungutan liar maka harus dilakukan penyuluhan yang
untuk menanamkan pemahaman kepada mereka bahwa perbuatan pungutan
liar di samping merugikan orang lain juga dilarang agama, serta adanya

sanksi pidana yang berat bagi pelaku kejahatan pungutan liar dan yang




membantunya

Kendala Kepolisian Dalam Memberantas Pungutan Liar Di Desa

Doulu Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo

T: Apa sajakah kendala kepolisian dalam memberantas pungutan liar di

Desa Dolu Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo?
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pungli sebagai wujud budi _a asa layanan yang diberikan.

Kendala struktural yang akan mereduksi semangat dan gerak
pemberantasan pungli adalah kuatnya jejaring praktek pungli di institusi
pemerintahan dari tingkat pusat sampai daerah.

3. Kendala dalam perencanaan yakni : pertama, masih lemahnya sistem
perencanaan dalam menyusun rencana penanggulangan pungutan liar.

kedua, belum menentukan skala prioritas terhadap penanggulangan




pungutan liar terutama di daerah rawan terjadinya aksi-aksi pungutuar
liar, misalnya di tempat objek wisata seperti pemandian air panas di
Desa Doulu

4. Kendala dalam pengorganisasian yakni : pertama, masih kurangnya
pemetaan terkait dengan kekuatan maupun kelemahan yang ada dalam
kerangka menanggulangi kejahatan pungutan liar. kedua, hubungan tata

cara kerja antar satuan fungsi (solidaritas internal) masih kurang optimal

sehingga berda n liar.
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penanggulangan punguta ang.dilakukan belum mengarah kepada
maksud dan tujuannya terciptanya rasa aman masyarakat dan pelaku
usaha.

6. Tidak adanya undang-undang yang mengatur mengenai pungutan liar,
tidak adanya undang-undang yang mengatur mengenai pungutan liar
akan berimplikasi kepada tindakan mana saja yang bisa masuk ke dalam

tindak pidana pungutuan liar. Tidak adanya pengaturan secara pasti ini




akan menyebabkan kesulitan dalam penjatuhan pidana atau sank

selain itu juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam
penegakan hukum pungutan liar. Pengaturan perbuatan apa saja yang
masuk dalam pungutan liar yang belum diatur secara tegas atau dapat
dikatakan pengaturanya masih bersifat umum. Beliau mengatakan
bahwa, pengaturan suatu masalah pungutan liar ini dalam perundang-

udangan belum ada yang mendasari, bahwa kepentingan hukum yang

perlu mendapa m. Satgas 1 Intelejen

ertugas untuk terhadap ins instansi

r
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satunya adalah sara
fasilitas adalah berkas ya idak lengkap, kurang adanya komunikasi
antar lembaga, kurangnya sarana/fasilitas dan adanya tugas sampingan
para anggota. Hal tersebut tidak dijalankan dengan baik, inilah yang
menjadi kendala yang tidak efektif dalam penangkapan pungutan liar di
Desa Doulu, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo

8. Kurangnya partisipasi masyarakaT dalam melaporkan adanya pungutan

liar, dalam hal ini disebabkan oleh adanya sikap acuk tak acuk dari




masyarakat mengenai tindak pidana pungutuan liar, mayarakat yang
tidak mengetahui mengenai pungutan liar, kurang jelasnya dalam cara
pelaporan masyarakat kepada pihak Kepolisian. Pungutan liar ini telah
menjadi budaya yang sudah biasa di dalam kehidupan masyrakat yang
merupakan respon dari masyarakat yang menginginkan birokrasi yang
tidak berbelit-belit, cepat dan keamanan yang terjamin. Selalin sikap

acuh tak acuh tesebut banyak juga masyarkat yang tidak mengetahui
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a. Kurangnya jumlah persa epolisian Simpang Empat di lapangan
Jumlah anggota kepolisian simpang empat di lapangan masih kurang
saat melakukan patroli karena banyak kasus membuat harus
membagi diri dalam menjalankan tugas tetapi bagaimanapun patroli

tetap harus dilaksanakan

b. Kurangnya koodinasi antar intansi kepolisian dengan pengusaha atau

pengelola pemandian air panas yang ada di Desa Doulu,




menanggulangi sebuah kejahatan yang terjadi didalam masyarakat
tidaklah mudah selain banyak faktor-faktor penyebab kejahatan i

terjadi, terdapat pula berbagai kendala dalam menanggulangi
kejahatan tindak pidana pungutan liar. Kendala yang ada biasanya
dialami yaitu kami kepolisian simpang empat masih kurang intensif
mengadakan penyuluhan-penyuluhan hukum yang sifatnya terpadu
dan periodik antara semua unsur terkait dan dilaksanakan dengan
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c. Keadaan psikologis korba

ali lebih
dalam tentang pela
alam hal ini kondisi mental korban
pada saat kejadian terguncang sehingga korban sangat sulit untuk
dimintai keterangan mengenai ciri pelaku tindak pidana pungutan
liar yang disertai dengan kekerasan
d. Kurangnya kesadaran dari warga
Kurangnya kesadaran dari warga akan ketertiban dan keamanan

lingkungan  masyarakat menjadi hambatan dalam upaya




meningkatkan keamanan dan ketertiban dikarenakan faktor dari hati
untuk ikut serta dalam upaya meningkatkan keamanan dan ketertik~r
lingkungan masyarakat. Sikap acuh tak acuh yaitu sikap dimaia
seseorang tidak mau tahu akan kondisi sosial lingkungannya
meskipun ia mengerti apa yang sedang terjadi pada lingkungannya.
Dalam hal ini masyarakat lebih memilih untuk diam meskipun

mengetahui terjadinya tindakan pelanggaran keamanan dan

ketertiban i
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f. Pelaku tidak langsung tertangkap
Proses pengungkapan tindak pidana pungutan liar tidaklah mudah
dan membutuhkan kerja keras dari pihak kepolisian dan bahkan akan
menjadi terhambat, ini disebabkan tidak tertangkapnya pelaku dari
peristiwa pungutan liar yang disertai dengan kekerasan tersebut dan
pelaku tersebut telah melarikan diri atau tengah dalam pencarian

kepolisian. Berdasarkan hal tersbut walaupun pelaku berhasil kabur




dan tidak tertangkap, pihak kepolisian tidak akan berhenti mengejar
tersangka kemanapun pelaku melarikan diri. Tertangkapnya pelak'
pungutan liar tersebut menunjukkan tidak hentinya kepolisian
mengejar dan menemukan tersangka dari tindak pidana kejahatan
pungutan liar yang terjadi demi memberikan rasa nyaman kepada

masyarakat dan tegaknya hukum
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arena merasa takut. Apabila tidak
ada saksi proses penanganan perkara sudah pasti akan sulit untuk berjalan.
Selain itu masyarakat juga terkadang tidak memenuhi panggilan kepolisian
sebagai saksi dalam proses penyidikan tindak pidana pungutan liar.
Masyarakat cenderung menghindar dan tidak mau menjadi saksi karena

takut memberikan kesaksian dan tidak mau mengikuti proses penuidikan

yang berbelit — belit. Sementara keterangan saksi merupakan salah satu




bukti dalam mengungkap suatu tindak pidana. Hal ini sangat menghambat

peroses penyidikan (Bapak Aiptu Eddy Marwan)
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